[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah serta
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi
perizinan tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

—

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :
20/M-DAG/PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan
Minuman Beralkohol;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007
Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 16);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2012 Nomor 4);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 4),
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Februari 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

YUSLIH IHZA
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
IKHWAN FAHROZI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuaj dengan aslinya
KEPALA w;. HUKUM,

=i
SUSIAWATI, S.IP
NIP. 19701011 198903 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5. 2 /2019)



LAMPIRAN 11

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN

NOMOR 2 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Tarif Berdasarkan Golongan (Rp)
R t
empa A B C

a. | Hotel 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000
b. | Restoran 15.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000
c. |Bar 15.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000
d. | Supermarket, Hypermarket 15.000.000 - -
e | Tempat tertentu untuk | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000

kepentingan pariwisata yang

ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

f. | Besarnya tarif retribusi tempat pengecer dan/atau penjual langsung
minuman beralkohol Tradisional untuk kepantingan Sembahyang dan
Upacara Ritual yang kadar alkoholnya paling tinggi 15% (lima belas
persen) adalah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Jangka Waktu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berlaku
Selama 3 (tiga) Tahun.

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

p——

&

SUSIAWATI, S.IP
NIP. 19701081 198903 2 001







